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Penelitian ini di laksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Kota Pekanbru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kota 
Layak Anak merupakan sistem pembangunan Kabupten/Kota yang 
mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah,masyarakat dan dunia 
usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, 
program dan kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak. Adapun tujuan penelitian 
ini  adalah: 1)Untuk mengetahui bagaimana implementasi program kota layak 
anak di Kota Pekanbaru pada klaster perlindungan khusus. 2)Untuk mengetahui 
faktor-faktor penghambat implementasi program kota layak anak di Kota 
Pekanbaru pada klaster perlindungan khusus. Penelitian ini menggunakan 
Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 
No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Penelitian ini 
melihat pada klaster perlindungan khusus dengan indikator a)Persentase anak 
yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan b)Persentase 
kasus anak berhadapan dengan hukum yang di selesaikan dengan pendekatan 
restonatif c)Adanya mekanisme penanggulanganan bencana yang memperhatikan 
kepentingan anak d)Persentasi anak yang di bebaskan dari bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk anak. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Berdasarkan wawancara, 
dokumentasi dan observasi di lapangan dapat di simpulkan bahawa Implementasi 
Program Kota Layak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus 
belom berjalan secara optimal atau terlaksana dengan baik. Hal ini di lihat dari 
kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus masih meningkat dalam setiap 
tahunnya. Selain itu juga masih mengalmi hambatan-hambatan seperti kurangnya 
sumberdaya manusia, kondisi di lapangan dan kurangnya fasilitas yang memadai.   
 









Implemantation of the Child-Worthy City Program  in Pekanbaru City on the 
Special Protection Clusters. 
This Study was done at the women’s Safety and Child Protection Service of 
Pekanbaru Ciy and The Social Services in Pekanbaru City 
By : 
AGUS RIADI 
The Child Worthy City is a Regency/City Development System that integrates 
Commitments and resources goverments, citizens, and business world planned 
throughly and continrally in policies, programs and activities to fulfill children’s 
rights. As for the purpose of the study are : 
1. To find out how the implementations of the child-worthy city program in 
pekanbaru city of the special protection cluster is 
2. To identifis against factors of the implementations of the child-worthy city 
program in Pekanbaru City of the special protection cluster. 
The research was minister of women’s empowerment and child protection rules 
No.12 2011 about the child-worthy city indicator. The study looked  a special 
protection by indicators : a) the percentase of children requiring special 
protection that receive service b) The percentase od the children’s cases were 
faced with the law completed with restonative c)Aproach of a disastering 
mechanism that looked at the childre’s in terest/necessity, d) The percentase of 
childrens were exampled form the worst job forms of childres. 
The kind of research used in this study is qualitative with a descriptive approach. 
Based on interviews, documentations and field observations, it can included that 
the implementation of a viable city program  in Pekanbaru City of special 
protection cluster, it optimally or well done. Hasn’t run this is looked at form the 
case of children who need special protection. It is still increasing every year and 
getting obstacles such as the lack of human  resources, conditions is field and 
back of adeguate facilities. 
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1.1. Latar Belakang 
Anak merupakan anugerah terindah yang tidak ternilai bagi setiap orang 
tua. Kehadiran seorang  buah hati merupakan hal yang paling di nanti bagi sebuah 
keluarga. Pertumbuhan demi pertumbuhan dan setiap perkembangan buah hati 
akan menjadi pusat perhatian orang tua. Anak merupakan aset terbesar bagi orang 
tua, anak juga merupakan potensi yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah 
bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi Indonesia yang akan 
menjadi generasi pembangunan nasional sehimgga akan menjadikan penentu 
keberlangsungan serta keutuhan sebuah negra kususnya Indonesia. 
Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak, 
secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia 
yang belum dewasa. 
Menurut R.A. Kosnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda 
dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan 
sekitarnya. Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. 
Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-
anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak 
memiliki hak untuk bersuara, bahkan mereka sering menjadi korban tindak 
kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Di Indonesia sendiri terdapat 
beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu 
juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada 








dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Menurut peraturan 
perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut : 
a) Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
b) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana. 
c) Sedangakan dalam pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di 
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apa bila hal tersebut demi ke pentingannya. 
Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, 
karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan 
kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak 
anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia 
anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang 
dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan 
berfikirnya. Maka dalam menyangkut batasan umur anak itu sendiri penilis 
menarik kesimpulan bahwa batasan untuk seseorang yang di katakan dalam 
golongan anak-anak adalah seseorang yang masi berusia 18 tahun dan belom 






Untuk melindungi anak yang terlibat dengan hukum pemerintah sudah 
melakukan inovasi berupa Kota Layak Anak (KLA). Yang bertujuan untuk 
memberikan dan memperolehkan hak-hak anak  
Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh 
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan 
Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten,  
Istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian 
disingkat menjadi KLA. sehingga dapat di nilai oleh anak melalui lingkungan 
sekitar. Secara jelas berdasarkan Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 
Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan kota layak anak 
adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak 
melalaui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan 
dunia usaha, yang terncana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, 
program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. 
Dalam hal untuk melindungi hak-hak kesejahteraan pada anak, pemerintah 
membuat suatu program kebijakan tentang upaya Pengembangan Kota Layak 
Anak (KLA) sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 
Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan 






Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 
Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Semua bertujuan untuk 
membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan hak-hak 
anak. 
Pada program Kota Layak Anak (KLA) terdapat 5 klaster yaitu, 
Tabel 1.1 
Klaster Kota Layak Anak 
 
KLASTER I HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 
KLASTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN 
ALTERNATIF 
KLASTER III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 
KLASTER IV PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, & 
KEGIATAN BUDAYA 
KLASTER V PERLINDUNGAN KHUSUS 
Sumber : Bahan Advokasi Kebijakan KLA 
 
Berdasarkan Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak tentang kebijakan pengembangan Kota Layak Anak  yang 
merujuk pada Konvensi  hak anak yang di kelompokkan dalam lima klaster. Dari 
lima klaster tersebut penulis memfokuskan pada klaster kelima tenteng 
Perlindungan Khusus  
Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan 
kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan 
hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut 
pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum. 
Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU no 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan 






yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak 
yang telah berumur 12 ( dua belas ) tahun,tetapi belum berumur 18 ( delapan 
belas ) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak 
hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum 
semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar 
permasalahan  mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya 
pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak 
mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak 
pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, 
termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. 
Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang 
berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang 
berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat 
penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak 
yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam 
penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Sistem  Peradilan Pidana Anak atau peraturan 
perundang-undangan lainnya yang  berkaitan dengan penanganan ABH, namun 
lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. 
Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang telah menyandang 
predikat kota layak anak di wilayah Provinsi Riau sejak tahun 2015, yang mana 
penghargaan ini langsung diberikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan 






Jakarta, setelah dilakukannya penilaian secara intensif di tahun 2014. Pada tahun 
2018 Kota Pekanbaru berhasil mendapatkan Kembali penghargaan Kota Layak 
Anak (KLA) dengan kriteria madya dan penghargaan pembinaan forum anak 
daerah terbaik, dan pada tahun 2019 Kota Pekanbaru juga kembali mendapatkan 
penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kriteria nindya dan 2 penghargaan 
lainnya yaitu penghargaan puskesmas ramah anak dan penghargaan sekolah 
ramah anak 
Maka berangakat dari di sandanganya peredikat penghargaan KLA yang  
di proleh Kota Pekanbaru meningkat dari tahun 2015-2017 mendapatkan 
peringkat pratama, pada tahun 2018 naik lagi menjadi madya, dan mendapatkan 
penghargaan Forum Anak terbaik, lalu tahun 2019 menyandang 3 perdikat 
penghargaan sekaligus yaitu naik peringkat menjadi nindya, mendapatkan 
penghargaan sekolah ramah anak, dam penghargaan Puskesmas Ramah anak. 
namun dalam data lain juga menyebutkan sebagai berikut: 
Tabel 1.2 
Data Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Pekanbaru 
Tahun 2017-1019 
 
NO Jenis kasus  Th 2017 Th 2018 Th 2019  
1 Kekerasan terhadap anak 3 5 12 
2 Penelantaran 9 1 2 
3 Hak anak 2 17 26 
4 Hak asuh ank 14 5 2 
5 Aanak berhadapn hukum 4 4 19 
6 Kenakalan anak 5 1 1 
7 Trafficking 0 0 0 
8 Pencabulan  19 32 36 
9 Pencabulan (saksi) 0 0 1 
10 KDRT 3 5 4 
 TOTAL 59 70 103 
Sumber:  Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan unit 







Dari data yang di sajikan dalam tabel di atas dapat di lihat jumlah anak  di 
kota pekanbaru yang berhadapn dengan hukum dalam beberapa tahun terahir. 
Kemudian dari data di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa jumlah kasus anak 
yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terus 
meningkat jumlahnya. Sehingga hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk 
melakukan penelitian pada kelaster perlindungan khusus dalam sebuah judul. 
“Implementasi Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster 
Perlindungan Khusus”      
 
1.2 Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang di kemuakan di atas maka dapat di 
rumusakan suatu rumusan maslah dalam penelitian ini yaitu: 
1.    Bagaimana implementasi program kota layak anak di kota pekanbaru pada 
klaster perlindungan khusus? 
2.    Faktor-faktor penghambat implementasi program kota layak anak di kota 
pekanbaru pada klaster perlindungan khusus? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah: 
1.    Untuk mengetahui implementasi program kota layak anak di kota 
pekanbaru pada kelaster perlindungan khusus. 
2.    Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi program kota 







1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat  memberikaan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 
kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan untuk 
menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di 
fakultas ekonomi dan ilmu sosial. 
2. Bagi Instansi 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan 
pemikiran dan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan implementasi 
program kota layak anak  di kota pekanbaru pada klaster perlindungan 
khusus 
3. Bagi Pustaka 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian 
yang telah dibuat oleh para mahsiswa dan dapat menambah bahan bacaan 
dan referensi dari suatu karya ilmiah. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, serta fokus kajian penelitan tidak 
keluar dari pokok pembahasan, maka penulis mengemukakan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah 







BAB II  LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisikan defenisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber 
dari buku, rivew, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang 
diteliti dan kajian terdahulu. Pandangan Islam terhadap masalah 
penelitian. Kerangka pemikiran/konsep operasional/defenisi 
konsep/variabel penelitian/hipotesis. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis. 
BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas  objek penelitian, 
struktur organisasi objek penelitian. 
BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan 
terhadap hasil penelitian. 
BAB VI  PENUTUP 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran 














2.1 Kebijakan Publik 
Secara umum kebijakan publik bisa di artikan sebagai suatu ketetapan 
yang di pilih untuk di ambil. Thomas R. Dye, mengemukakan bahwa kebijakan 
publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak 
dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan 
sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi 
semua tindakan pemerintah, jadi semata-mata merupakan pernyataan keinginan 
pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Herbani Pasolong, 2010:39). 
Selain itu, James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai 
kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun 
kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar, 
sedangkan kata “publik” secara terminologi mengandung arti sekelompok orang 
atau masyarakat (Budi Winamo, 2012:21).  
Sedangkan dalam pandangan (Wayne Parsons, 2006:3) publik adalah 
aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh 
pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. 
Secara definisi, menurut (Woll dalam Hessel, 2003:2) kebijakan publik 
adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, 
baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. 







adanya output kebijakan dalam bentuk program untuk masyarakat. Dan ketiga, 
adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat.  
Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, 
Implementasi dan Evaluasi (2003:54) mengatakan bahwa hal-hal yang di 
putuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan atau di biarkan untuk itu, kebjakan 
publik tidak harus selalu berupa perundang-undangan, namu bisa juga berupa 
peraturan-peraturan yang tidak tertulis namum di sepakati 
Secara sederhana dapat di katakan oleh Nugroho dalam bukunya Public 
Polcy (2011:96) bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang di buat 
oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan 
publik adalah setrategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki 
masyarakt pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang di cita-citakan 
Dalam pendapat Robert Eyestone sebagai mana di kutip Leo Agustin 
(2008:6) mendefenisiskan kebijakan publik sebagai “Hubungan anar unit 
pemerintah dengan lingkunganya” banyak pihak yang beranggapan bahwa 
defenisi tersebut masi terlalu luas untuk di pahami, karena kebijakan publik dapat 
mencakup banyak hal,.Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan 
public yaitu :  
1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 
maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 
 2)  Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya 





Sedangkan menurut Aderson yang di kutip Young dan Quin yang di tulis 
oleh  Edi Suhartono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik 
(2012:44) menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, 
yaitu sebagai  “ a puposive course of action followed by an actors in dealing with 
a problem or metter of concern” Untuk memahami berbagai definisi kebijakan 
publik ada baiknya kita membahas beberapa konsep kunci termuat dalam 
kebijakan publik (lihat Young dan Quinn 2002:5-6) 
1. Kebijakan publik adalah yang di buat dan di implementasikan oleh badan 
pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk 
melakukanya. 
2. Kebijakan publik berupa merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 
berkembang di masarakat. 
3. Seperangkat kebijakan yang beroreantasi pada tujuan. Kebijakan publik 
biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa 
pilihan tindakan atau strategi yang di buat untuk mencapai tujuan tertentu demi 
kepentingan orang banyak. 
4. kebijakan publik bisa juga di rumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah 
sosial dapat di pecahkan oleh kerangaka kebijakan yang sudah ada dan karena 
tidak memerlukan tindakan tertrntu. 
5. Kebijakn publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-
langkah atau rencana tindakan yang telah di rumuskan, keputusan yang telah di 
rumuskan dalam kebijakan publik bisa di buat oleh badan pemerintah atupun 





Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanan yang diambil seorang atau  
sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat 
2.1.1.  Kategori Kebijakan Publik 
Ada banyak sekali pengkategorian kebijakan publik berikut ini kategori 
kebijakan publik menurut beberapa ahli: James E. Anderson sebagaimana dikutip 
Suharno (2010: 24-25) me-nyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut: 
1. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu 
kebijakan yang menyangkut apa yang akan di lakukan oleh pemerintah. 
Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaima-na kebijakan substantif 
tersebut dapat dijalankan.  
2. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. 
Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada 
masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang 
berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok 
masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang 
mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara 
berbagai kelompok dalam masyarakat.  
3. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik Kebijakan materal adalah kebijakan 
yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. 
Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat 





4. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang 
privat (privat goods). Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur 
pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods 
adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar 
bebas. 
Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:25-27), 
mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan 
publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci 
kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu: 
1. Tuntutan kebijakan (policy demands) 
Tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah 
yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah 
sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya 
untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini 
dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu 
hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu 
masalah yang terjadi di dalam masyarakat. 
2. Keputusan kebijakan (policy decisions) 
Keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan 
untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, 
termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta 






3. Pernyataan kebijakan (policy statements) 
Sebuah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik 
tertentu. Misalnya: ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, 
keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang 
menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
4. Keluaran kebijakan (policy outputs) 
Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan 
dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna 
merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan 
kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin 
dikerjakan oleh pemerintah. 
5. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes) 
Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh 
masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai kon-
sekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam 
bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. 
Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik 
dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan 
yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat 
seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot 
pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh 





2.1.2 Tahapan Pembuatan Kebijakan  
 Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan 
sebuah analisis kebijakan, yang bagi William N. Dunn adalah untuk merumuskan 
masalah sebagai bagian dari pencarian solusi atau alternatif kebijakan.
 
Ada 
beberapa tahapan proses pembuatan kebijakan, yang ditawarkan oleh William N. 
Dunn, yaitu penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 
implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. 
1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 
Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah 
menentukan masalah publik yang akan dipecahkan.
 
Tidak semua masalah akan 
menjadi masalah publik, tidak semua masalah menjadi isu, serta tidak semua 
isu menjadi agenda pemerintah.
 
Suatu masalah akan menjadi masalah publik 
bila ada seseorang atau kelompok yang menggerakan ke arah tindakan 
tersebut.
 
Pendapat lain juga dikatakan oleh Woll yang dikutip oleh Hessel, 
bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan 
apabila memiliki dampak yang besar bagi kepentingan banyak orang.  
William N. Dunn menawarkan 4 fase proses problem structuring untuk 
merumuskan masalah, yaitu problem search (pencarian masalah), problem 
definition (pendefinisian masalah), problem specification (spesifikasi masalah) 
dan problem setting (pengenalan masalah). 
Setelah menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan, para 
pejabat yang dipilih, menempatkan masalah publik tersebut pada agenda 





juga masalah yang ditunda untuk waktu yang lama. 
2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation) 
Pada tahap ini, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan 
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
 
Para pejabat merumuskan 
alternatif kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam 
merusmuskan alternatif kebijakan, perlu dilakukan prosedur forecasting 
(peramalan) untuk mengetahui konsekuensi kebijakan yang dipilih di masa 
mendatang. 
3. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption) 
Pada tahap ini, untuk menentukan alternatif kebijakan yang dipilih 
melalui dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur 
lembaga atau keputusan peradilan. 
4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) 
Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. 
Menurut Dunn, implementasi adalah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh 
unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan 
manusia.
 
Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan 
publik. Bagi Patton dan Sawicki, Implementasi berkaitan dengan beragam 
kegiatan untuk merealisasikan program. Para eksekutif mengatur cara untuk 
menerapkan kebijakan yang telah ditentukan. 
5. Evaluasi Kebijakan (Policy Assesment) 
Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Tahap ini 





yang dikatan oleh Dunn, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan 
kesimpulan dari kebijakan yang sudah dilaksanakan, melainkan juga saran dan 
kritik untuk merumuskan kembali masalah tersebut. 
 
2.2  Impementasi Kebijakan Publik 
Suatu tindakan pemerintah baru dikatakan sebagai suatu kebijakan apabila 
tindakan tersebut di laksanakan, bukan hanya suatu keingianan, suatu keinginan 
yang belom di laksankan oleh pemerintah belom dapat di anggap sebagai 
kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebutlah yang di sebut implementasi 
kebijkan. Implementasi kebijakan umumnya lebih sulit dari merumuskan, tidak 
semua kebijakan berhasil di implementasikan. Berikut beberapa definisi 
implementasi kebijakan publik: 
Menuryt Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, sebagaimana yang 
dikutip (Budi Winarno, 2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai 
tindakan yang dilakukan individu atau kelompok pemerintah atau swasta untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 
Implementasi kebijakan bermuara kepada 
output, baik berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat 
dirasakan oleh pemanfaat.
 
Tahap implementasi berhubungan dengan apa yang 
terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan 
pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur, 
sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui kegiatan program 
pemerintah.  
Kemudian Ripley dan Frenkin dalam Winarno (2012:148) berpendapat 





yang memberikan otoritas program., kebijakan, keuntungan, (benfit) atau suatu 
jenis keluaran yang nyata (tangible output)” keberhasilan suatu implementasi 
kebijakan dapat di ukur atau di lihat dari peroses dan pencapaian hasil ahir (outp 
ut) yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin di raih. Implementasi 
mencakup tindakan-tindakan oleh sebagian aktor, khususnya para birokrat yang di 
maksut untuk membuat program berjalan. Menurut Ripley dan Franklin ada tiga 
cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan yaitu: 
a. Tingkat kepatuahan pada ketentuan yang berlaku 
Memeahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai 
kepatuhan para imlementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang 
dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan 
pemerintah atau program) 
b. Adanya kelancaranya pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah  
Bahwa keberhasilan implementasi di tandai dengan rutinitas dan fungsi dan 
tidak adanya maslah-masalah yang di hadapi 
c. Pelaksanaan dan dampak yang di kehendaki terarah 
Bahwa keberhasilan implementasi mengacu dan mengarah pada 
implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yaang di kehendaki 
dari semua program-program yang di kehendaki 
Ketiga persepektif tersebut di gunakan untuk mengukur keberhasilan 
impelemtasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk di identifikasi. Teori 
Ripley dan Frenkin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor 





kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi serta seberapa besar masalah yang di 
hadapi dalam impelementasi, pada ahirnya sete  lah semua berjalan akan terujut 
kinerja yang baik dan akan tercapainya tujuan (dampak) yang di inginkan. 
Implementasi kebijakan publik menurut Nugroho dalam bukunya yang 
berjudul Public Policy (2011:618) bahwa implementasi kebijakan pada 
perinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. 
Kemudaian menurut Yulianto Kadji dalam bukunya Formulasi dan 
Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Prilaku Birokrasi Dalam 
Fakata Realitas (2016:45) Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu 
dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah 
sebuah kebijakn itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat di terima oleh 
publik. 
2.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 
Pada perinsipnya kebijakan di buat mengandung tujuan untuk meujudkan 
suatu kadaan yang di inginkan dan proses implementasinya di sesuaikan dengan 
kemampuan sumberdaya yang ada. Ketika kebijakan sudah di buat maka tugas 
selanjutnya adalah mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan 
kebijakn tersebut. Maka berikut ini beberapa model implementasi kebijakan yang 
di kemukakan para pakar dan pemerhati kebijakan publik:  
1. Model Van Meter dan Van Horn 
Modal pertama adalah modal yang paling kelasik yang di perkenalkan 





bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, 
implementor, dan kinerja kebijakan publik 
2. Model Elmore, Lipsky, Hjem dan O‟Porter 
Modal ini adalah yang di tawarkan oleh Richard Elmore (1979) Michel     
Lipsky (1971) dan Benny Hjern dan David O‟porter (1981) menegaskan bahwa 
“modal ini di mulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam 
proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas 
dan kontak-kontak yang mereka miliki. 
Pada dasarnya model implementasi ini di dasarkan pada tahapan-
tahapan yakni,  
a) Mengidentifikasi jaringan yang terlibat. 
b) Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan 
sendiri implemntasi kebijakanya atau masi melibatkan pejabat pemerintah di 
level bawah. 
c) Kebijakan yang di buat sesuai harapan, keinginan publik yang menjadi 
target. 
d) Parkarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga suadaya 
masyarakat.  
3. Model Nakamura dan Smallwood  
Model ini menggambahrkan proses implementasi kebijakan secara 







2.3  Kota Layak Anak 
Berdasarkan Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Indikator 
Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa Kota layak anak merupakan kabupaten/kota 
yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian 
komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyrakat dan dunia usaha, yang 
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan 
kegiatan untukm menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. 
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 telah 
memperkenalakan istilah ini melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan 
untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak 
Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi 
KLA. sehingga dapat di nilai oleh anak melalui lingkungan sekitar. Secara jelas 
kota layak anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan 
berbasis hak anak melalaui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terncana secara menyeluruh dan 
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk  menjamin 
terpenuhinya hak dan perlindungan anak. 
Berdasrkan indikator kota layak anak yang termuat dalam Peraturan 
Mentri Negara Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 
Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di sebutkan tentang 31 indikator 





KLA apa bila sudah memenuhi hak-hak anak yang di ukur dengan indikator KLA 
yaitu: 
1. Penguatan lembaga 
a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk 
pemenuhan hak anak. 
b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran 
untuk penguatan kelembagaan. 
c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan 
kegitan yang mendapat masukan dari forum anak  dan kelompok 
anak lainya 
d. Tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak 
anak ke dalam kebijakan program dan kegiatan 
e. Tersedia data anak terpikih berdasrkan jenis kelamin, umur dan 
kecamatan 
f. Keterlibatan lembaga masrakatan dalam dalam pemenuhan hak anak 
g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak 
Klaster hak anak 
1. Hak sipil dan kebebasan 
a. Persentase anak yang terregistrasi dan mendapatkan kutipan akata 
klahiran 
b. Tersedia fasilitas informasi layak anak 
c. Jumlah klompok anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten, 





2. Lingkungan keluarga dan pengusahan alternatif 
a. Persentase usia perkawinan pertama di atas 18 (delapan belas tahun) 
b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang 
pengasuhan dan perawatan anak 
c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak 
3. Kesehatan dasar dan kesejahtraan  
a. Angka kematian bayi 
b. Prevelensi kekurangan gizi pada balita 
c. Persentasi air susu ibu 
d. Jumlah pojok asi 
e. Persentase imunisasi dasar lengkap 
f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reprodukasi 
mental 
g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan 
kesejahtraan 
h. Perentase rumah tangga dengan akses air bersih 
i. Tersedia kawasan tanpa rokok 
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 
a. Angka partisispasi pendidikan anak usia dini 
b. Persentasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun 
c. Persentase sekolah ramah anak 
d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana 





e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, 
di luar sekolah yang dapat di akses semua anak. 
5. Perlindungan khusus 
a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan 
memperoleh layanan 
b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) 
c. Adanya mekanisme penanggulanganan bencana yang memperhatikan 
kepentingan anak 
d. Persentase anak yang yang di bebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk anak. 
 
2.4  Anak Di Mata Hukum 
Di dalam ilmu hukum di kenal adanya subjek hukum, yaitu segala sesuatu 
yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum atau pendukung 
hak dan kewajiban di bagi menjadi dua, yaitu manusia atau badan hukum., 
termasuk anak adalah subjek badan hukum, walaupun masi terdapat pengecualian 
dalam hal tertentu, tetapi peraturan perundang-undangan yang sudah 
menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga harus mendapatkan 
perlindungan. 
Dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah 
anugrah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga 
karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia 
yang harus di junjng tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung 





yang di bebankan oleh hukum, demikian pula dalam dalam rangka 
penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggunjawab 
menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin 
pertumbuhan dan perkrmbangan secara optimal dan terarah. 
Undang-undang  No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa 
pertanggungjawban orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara 
merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan secara terus-menerus demi 
terlindunginya hak-hak anak, rangakaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan 
dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, fisik, mental, 
spiritual maupun sosial. 
Upaya perlindungan anak perlu di lakukan sejak dini mungkin, yakni sejak 
dalam kandungan sampai anak beumur 18 (delapan belas tahun)  bertolak dari 
konsepsi perlindungan anak secara utuh, menyeluruh dan komperhensif, undang-
undang ini mewajibkan memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-
asas sebagai berikut:  
a. Non diskriminasi 
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak  
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 
d. Penghargaan terhadap pendapat anak 
Soerjono Soekento menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang 
mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangakaian penjabaran 
niali tahap ahir menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian 





Ia juga berpendapat bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak 
pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Faktor hukumnya sendiri 
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupaun 
menerapkan hukum 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
di terapakn 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di 
dasrkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Hukum di ciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen  untuk mengatur 
hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat 
menjalankan kewajibanya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, 
Pelanggaran hukum terjadi jika subjek hukum  tertentu tidak menjalankan 
kewajiban yang seharusnya di jalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum 
lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan 
hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari 
masyarakat itu. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 
agar kepentingan manusia terlindungi. 
 
2.5  Pandangan Islam 
Anak adalah anugrah terindah sekaligus amanah yang di titipkan oleh 





oleh orang tua sebagi penyempurna kebahagian dalam sebuah keluarga. Bahkan 
tidak jarang pasngan yang belom di karuniakan anak rela melakukan berbagi 
usaha demi mendapatkan anak. Sebuah keluarga yang rumahnya tidak di isi oleh 
anak-anak akan terasa sepi dan tidak berwarna 
Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua 
berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua 
gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi 
malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur‟an dan Hadist 
menyebutkan ank itu perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata 
hati orang tuanya dan keutamaan anak soleh.  
a) Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia  
Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-
Quran disebutkan,  
الَِحاُت َخْيٌر ِعنَد َربَِّك َثَواًبا  ْنَيا َواْلَباقَِياُت الصَّ اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
 َوَخْيٌر أََمًل 
 “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang 
kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik 
untuk menjadi harapan”. (QS: Al-Kahfi:46). 
 
Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang 
memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, rengekan anak yang meminta 
sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah 
pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu 
merasakurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai 






b) Anak sebagai Penyejuk Hati 
Dalam Al-Qur‟an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati 
(qurrataa‟yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang 
seoranganak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta 
yang tidakternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, 
“Anakku permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk 
hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi 
penyejuk hatibuat orang tuanya. 
قِيَن  َة أَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمتَّ اِتَنا قُرَّ يَّ َنا َهْب َلَنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ َوالَِّذيَن َيقُولُوَن َربَّ
 إَِماًما
 “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami 
sebagai penyejuk hati danjadikanlah kami pemimpinan bagiorang-orang yang 
bertakwa”.(QS: Al-Furqan: 74) 
 
c) Keutamaan Anak Shalih 
Hanya anak satu-satunnya yang ketika dia beramal maka kita sebagai 
orang tua juga mendapat pahalanya, anak shalat, puasa, haji, dan melakukan 
segala kebaikan, ketika kita meninggal kelak tetap mengalir pahalanya. Dari 
Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 
„alaihi wa sallam bersabda, 
اْنقَطََع َعَملُهُ إَِّلا ِمْن ثَََلثٍَة ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍَة َوِعْلٍم يُْنتَفَُع بِِه  اْْلِْنَسانُ إَِذا َماَت 
 ُ َوَولٍَد َصالٍِح يَْدُعو لَه
 “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga 
perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak 
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2.7  Defenisi Konsep 
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran penelitian ini, 
maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa konsep-konsep yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
1. Kebijakan Publik 
Menurut Thomas R. Dye, mengemukakan bahwa kebijakan publik 
adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak 
dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk 
melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan 
publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi semata-mata merupakan 






2. Impelemtasi Kebijakan Publik 
Ripley dan Frenkin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa 
“Imlementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan 
yang memberikan otoritas program., kebijakan, keuntungan, (benfit) atau 
suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)” keberhasilan suatu 
implementasi kebijakan dapat di ukur atau di lihat dari peroses dan 
pencapaian hasil ahir (outp ut) yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan 
yang ingin di raih.  
3. Kota Layak Anak 
Kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem 
pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan 
sumberdaya pemerintah, masyrakat dan dunia usaha, yang terencana secara 
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan 
untukm menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak 
4. Anak Di Mata Hukum 
Dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak 
adalah anugrah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa 
harus di jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus di junjng tinggi. Orang tua, keluarga dan 
masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi 
tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebankan oleh hukum,. Demikian 
pula dalam dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan 
pemerintah bertanggunjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi 
anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkrmbangan secara 





2.8  Konsep Operasional 
Untuk menghindari kesalah paham dalam pemahaman teori yang di 
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a. Jumlah anak yang 
memerlukan perlindungan 
b. Tersedianya layanan yang 
mengintegrasikan layanan 
bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus 
c. Bentuk program pencegahan 
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perlindungan khusus 
II. Persentase kasus anak 
berhadapn dengan 
hukum yang di 
selesaikan dengan 
pendekatan restorative 
a. Jumlah anak yang 
berhadapan dengan hukum 
b. Adanya peroses penyelesaian 
kasus dengan penerapan 
diversi 














IV. Persentase  anak yang 




a. Jumlah anak yang di tarik 
dari pekerjaan terburuk anak 
b. Program penghapusan 
bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk anak 
c. Adanya program pencegahan 
agar anak tidak terlibat dalam 
bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk anak. 




























Implementasi Program Kota Layak 
Anak Di Kota Pekanbaru Pada 
Kelaster Perlindungan Khusus 
Peraturan Mentri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak No. 12 
Tahun 2011 tentang Indikator 
Kabupaten/Kota Layak Anak Faktor Penghambat 
I. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus 
yang memperoleh layanan 
II. Persentase kasus anak berhadapn dengan hukum yang di 
selesaikan dengan pendekatan restorative 
III. Adanya mekanisme penanggulanganan bencana yang 
memperhatikan kepentingan anak 
IV. Persentase  anak yang di bebeaskan dari bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk anak 
Terlaksananya Implementasi Program 
Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru 









3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan di laksanakan di Kota Pekanbaru pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas sosial kota pekanbaru. 
Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah instansi yang bertugas meningkatkan 
kualitas perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kota 
Pekanbaru. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Berdasarkan permasalahan dan ditinjau peneliti, maka jenis penelitian ini 
adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:11) 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lain. 
Pendekatan deskriptif demenurut Sugiyono (2011:8) merupakan suatu metode 
penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. 
Sementara itu, pendekatan kualitatif menurut Moleong (2012:6) adalah penelitian 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain  secara holistik dan 
dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks 







Untuk melakukan sebuah penelitian yang dapat diukur tingkat validitasnya 
sebuah penelitian harus menganut metode penelitian sesuai dengan tema yang 
menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian tersebut bersifat objektif, ilmiah 
dan rasional. Untuk itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
dengan pendekatan diskriptif dalam mendeskripsikan tentang implementasi 
program kota layak di kota pekanbaru pada klaster perlindungan khusus. 
 
3.3. Jenis dan Sumber Data  
Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data 
yaitu: 
1. Data primer   
Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 
peneliti dari sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 2010:85). Terkait 
penelitian ini, data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara 
langsung kepada para informan peneliti. 
2. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai 
bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi mulai dari artikel, 
dokumen kantor, foto-foto, dan bahan-bahan tertulis yang sangat membantu 







3.4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian, data merupakan hal yang sangat penting 
untuk itu diperlukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang 
penulis gunakan adalah sebagai berikut : 
1. Obeservasi  
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti (Husaini & Purnomo, 2011:52). Metode ini dilakukan untuk 
mendekatkan penulis dengan orang-orang yang akan diteliti dan ke situasi atau 
lingkungan mereka yang sebenarnya. Dan penulis dapat masuk kedalam 
lingkungan yang akan diteliti.  
2. Wawancara  
Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan yang diwawancara 
disebut interviewee (Husaini & Purnomo, 2011:55). Proses wawancara 
dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Pelaksanaan 
Implementasi Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster 
Perlindungan Khusus. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada 
informan, terkait penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas 
untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun 
demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya 
privasi atau rahasia. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses 





mempelajari kembali infromasi yang tersimpan, misalnya buku-buku, arsip, 
tabel-tabel, dan bahan-bahan dokumentasi lainnya yang bermanfaat sebagai 
sumber data. Menurut Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah 
mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip yang 
ada pada lembaga yang mengembangkan Program Kota Layak Anak. 
Disamping dokumen tertulis yang berupa data-data, juga dilakukan informasi 
melalui internet.   
 
3.5. Informan Penelitian 
Penentuan subjek diatas dilakukan berdasarkan metode Porposiv Sampling 
yaitu peneliti mentukan sendiri Sampel/informen penelitian yang memiliki 
kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik Key Informen 
yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di 
perlukan dalam penelitian. Yang di jadikan informen dalam penelitian ini adalah: 
Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru dan 




NO INFORMAN JUMLAH  
1 Kasi perlindungan khusus terhadap anak 1 
2 Kordinator unit layanan 1 
3 Kasi rehsos dan perlindungan anak 1 








3.6. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 89). 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 
memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis 
data dilakukan menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 
337) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. 
Aktivitas meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan 
penarikan kesi mpulan (verification)  
a. Reduksi data (data reduction)  
Mereduksi data berarti merangkum,memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam 
melakukan pengumpulan data selanjutnya.  
b. Penyajian data (data display)  
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 





Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat 
naratif dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun sehingga 
mudah dipahami. 
c. Penarikan kesimpulan (verification)  
Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal 
yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak 
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
lapangan saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan 
merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin 
dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam 
penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan 
berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 
Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam 
proses data Miles dan Huberman. Verifikasi dilakukan setelah semua data 
terkumpul dan terjaring dengan melakukan proses reduksi data yang kemudian 
disajikan sebagai bentuk proses pengajuan data. Data yang disajikan kemudian 
membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian. 
Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. 
Sugiyono (2011:253) menyatakan bahwa kesimpulan adalah temuan baru 
dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan 
gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat 





Teknik menguji keabsahan data penting dilakukan dengan proses 
penelitian supaya temuan hasil penelitian yang dapat dipercaya atau diakui 
validitas dan reabilitasnya. Hasil penelitian ini dapat diakui validitasnya jika 
didapatkan dari data-data yang valid juga. Pengujian keabsahan data dapat 
diperoleh dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data seperti yang 
dikemukakan oleh Moeloeng (2005:237) :  
a. Ketekukan Pengamatan 
Peneliti dituntut untuk lebih rinci dan konsisten untuk mendapatkan 
informasi baru sampai mencapai kejenuhan. Ketekukan pengamatan akan 
melahirkan proses pendalaman pemahaman dalam mengamati objek 
penelitian. 
b. Triangulasi 
Triangulasi dapat menguji kejujuran, kemampuan merekam data yang 
diperoleh di lapangan. Triangulasi juga bisa digunakan berdasarkan sumber 
data yaitu dengan cara membandingkan dengan berbagai pendapat, situasi dan 
dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.  
c. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 
Peneliti perlu melakukan diskusi dengan teman sejawat atau dari 
berbagai kalangan yang memahami masalah penelitian. Pengecekan sejawat 
melalui diskusi bertujuan untuk mengetahui masalah dari proses penelitian 
dan kebenaran hasil sehingga dapat diketahui kekeliruan-kekeliruan dan 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru  
4.1.1  Sejarah Singkat Kota Pekanbaru  
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat 
itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus 
berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara sungai siak. 
Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara 
Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda 
diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap 
beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di 
Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. 
Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi 
tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan 
dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.  
Dengan Kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat 
penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke 
pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang 
seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus 
berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam 
lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak 
yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik 







Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute 
Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah 
yang srategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 
Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. 
Semenjak Sultan Abduk Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau 
membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak 
disekita lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat 
pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang 
dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang 
bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar 
bergeser disekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.  
Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 
yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 
Rajab hari selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan 
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintah Sultan Yahya yang 
kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh 
Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasa Senapelan diserahkan 
kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima 
Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki 
wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut 
bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada 






1. Visi Kota Pekanbaru   
“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”  
 
2. Misi Kota Pekanbaru   
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 
kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu 
bersaing di tingkat local, nasional maupun internasional.  
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 
peningkatan kemampuan / keterampilan tenaga kerja, pembangunan 
kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.  
c. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermatabat dan 
bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman 
dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan yang satu dengan yang 
lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.  
d. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, 
energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan 
daerah terutama infrastruktur pada kawasan industry, parawisata serta 
daerah pinggiran kota.  
e. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan 
pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan.  
f. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan 





pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang 
memadai dan iklim usaha yang kondusif.   
4.1.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru  
1.  Luas dan Letak Wilayah  
Kota Pekanbaru terletak antara 101‟14‟-101‟34‟ bujur dan 0‟25‟-
0‟45‟ lintang utara. Dengan ketinggian dari pemukiman laut berkisar 
antara 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan 
bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 
September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² 
menjadi 446, 50 km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. 
Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan 
Nasional Tingkat 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 
adalah 632,26 km².  
2. Batas Wilayah  
Kota Pekanbaru berbatasan dengan:  
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 
Kampar;  
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan 
Kabupaten Pelalawan;  
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;  






3. Jarak Ibukota  
Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang 
mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lainnya sebagai Ibukota 
Provinsi ialah sebagai berikut:  
a. Pekanbaru-Taluk Kuantan berjarak 118 km  
b. Pekanbaru-Rengat berjarak 159 km  
c. Pekanbaru Tembilahan berjarak 213,5 km  
d. Pekanbaru-kerinci berjarak 33,5 km  
e. Pekanbaru-Siak berjarak 74,5 km  
f. Pekanbaru-Bangkinang berjarak 51 Km  
g. Pekanbaru- Pasir Pangaraian berjarak 132,5 Km  
h. Pekanbaru-Bengkalis berjarak 128 km  
i. Pekanbaru- Bagan Siapiapi berjarak 192,5 km  
j. Pekanbaru-Dumai berjarak 125 km 
4. Sungai  
Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari 
barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai 
Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, 
Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.  
5. Iklim  
Suhu dan Kelembapan di suatu tempat antara lain ditentukan oleh 
rendahnya tempat tersebut dengan permukaan laut dan jarak dari pantai. 





udara maksimum berkisar 20.2 º celcius hingga 23.3 º celcius. Curah 
hujan antara 38.6-435.0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:  
a) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 
Desember.  
b) Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.  
c) Kelembapan maksimum antara 96%-100%, dan kelembapan 
minimum antara 46%-62%.   
 
4.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kota Pekanbaru  
4.2.1 Visi  
“Kesetaraan Dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart City 
Yang Madani”  
4.2.2 Misi  
1. Mewujudkan pengarustamaan gender, pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan;  
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;  
3. Mewujudkan tatakelola pelayanan organisasi yang berkualitas.    
 
4.3 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi 
1. Kepala Dinas   
Tugas  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 





pemerintahaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
dan tugas pembantuan lainnya.  
Fungsi  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas;  
b) Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak;   
c) Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan 
kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;   
d) Perumusan penetapan kinerja unit kerja;  
e) Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis 
dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak;  
f) Penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut data dan informasi di 
lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
g) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
h) Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan 
kerja dinas secara berkala;  
i) Perumusan laporan secara berkala evaluasi kinerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  





k) Pengelolaan keuangan dinas;  
l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
2. Sekretaris  
Tugas  
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 
merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.   
Fungsi  
Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
b) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 
pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;  
c) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 
pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta 
penyusunan program;  
d) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 
dinas, upacara serta keprotokolan;   
e) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 





f) Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban 
dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 
perlengkapan gedung kantor;  
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
3. Kepala Sub Bagian Umum   
Tugas   
Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, 
menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian 
Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Fungsi  
Sub   Bagian   Umum   dalam   melaksanakan   tugas 
menyelenggarakan  Fungsi :  
a) Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah 
tangga serta kearsipan;  
b) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan 
perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan 
informasi Sub Bagian Umum;  
c) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait 
sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;  
d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 
upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;  





f) Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, 
penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang 
milik daerah;  
g) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 
sarana dan prasarana;  
h) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;  
i) Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah 
(BMD);  
j) Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, 
kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 
pengamanan di lingkungan dinas;  
k) Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan 
pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 
penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta 
pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;  
l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.     
4. Kepala Sub Bagian Keuangan   
Tugas   
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan 
melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan 






Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi:  
a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta 
perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, 
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program 
pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;  
c) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan 
pelaporan;  
d) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk 
teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;  
e) Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan 
masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;  
f) Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan 
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
g) Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan;  
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 






5. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender  
Tugas   
Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender.  
Fungsi  
Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum 
dan kualitas keluarga;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum 
dan kualitas keluarga;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 





f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas 
keluarga;  
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, 
hukum dan kualitas keluarga;  
i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di 
bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, 
hukum dan kualitas keluarga;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas 
keluarga;  
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 





gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas 
keluarga;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan 
kualitas keluarga;  
n) Penyiapan kelembagaan Bidang Pengarusutamaan Gender;  
o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan;  
p) Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender 
dan hak anak;    
q) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan 
kualitas keluarga;  
r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
6. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Di Bidang Ekonomi  
Tugas   
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 





pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi.  
 Fungsi  
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;  
b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 





g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;  
i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di 
bidang ekonomi;  
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan  
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi;  
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi gender di bidang ekonomi;  
n) Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang 
ekonomi;  
o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di 





p) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi;  
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
7. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Di Bidang Kualitas Keluarga  
Tugas   
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga.  
 Fungsi  
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 
fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;  
b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
kualitas keluarga;  
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 





d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang kualitas keluarga;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
kualitas keluarga;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga;  
g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;  
i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di 
bidang kualitas keluarga;  
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan  
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 





l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang kualitas keluarga;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang kualitas keluarga;  
n) Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender 
dan hak anak;  
o) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang kualitas keluarga;  
p) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
8. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Di Bidang Sosial, Politik Dan Hukum  
Tugas    
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 






Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Sosial, Politik dan Hukum dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  
b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
sosial, politik dan hukum;  
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang sosial, politik dan hukum;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
sosial, politik dan hukum;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  
g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 





h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 
hukum;  
i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di 
bidang sosial, politik dan hukum;  
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 
hukum;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan  
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang sosial, politik dan hukum;  
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang sosial, politik dan hukum;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;  
n) Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, 
politik dan hukum;  
o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di 





p) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang sosial, politik dan hokum;  
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
9. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak  
Tugas   
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas 
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
perlindungan perempuan dan anak.  
Fungsi  
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan 
tugas  menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  
b) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  
c) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 





rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
d) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
e) Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  
f) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  
g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
h) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan 
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 





i) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
j) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang;  
l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang;  
m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 





n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  
o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan 
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
q) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
r) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak;  
s) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus 
anak;  
t) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak;  
u) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 





v) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
w) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;  
x) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak;  
y) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak;  
z) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak;  
aa) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
bb) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
cc) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
dd) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 





ee) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
ff) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
10. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak  
Tugas   
Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak  dalam 
melaksanakan sub urusan perlindungan khusus terhadap anak.  
Fungsi  
Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak dalam melaksanakan 
tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak;  
c) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 





g) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;  
h) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak;  
i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
11. Kepala Seksi Pencegahan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan 
Korban Kekerasan  
Tugas   
Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban 
Kekerasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan 
Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan 
perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.  
Fungsi  
Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban 
Kekerasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:  
a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  
b) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 





ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  
c) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
d) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
e) Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  
f) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  
g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 





h) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan 
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
i) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
j) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang;  
l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 





m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  
n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  
o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang  
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan 
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 








12. Kepala Seksi Informasi Dan Data  
Tugas   
Seksi Informasi dan Data mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub 
urusan informasi dan data.  
Fungsi  
Seksi Informasi dan Data dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak;  
c) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 





f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
13. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak  
Tugas   
Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan 
hak anak.  
Fungsi  
Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi 
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 





c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  
f) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi     dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  
g) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;  
h) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pemenuhan hak anak;  
i) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 





j) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pemenuhan hak anak;  
k) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pemenuhan hak anak;  
l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang pemenuhan hak anak;  
m) Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;  
n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak;   
o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pemenuhan hak anak;  
p) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
14. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi  
Dan Partisipasi  
 
Tugas   
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan 





Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang hak 
sipil, informasi dan partisipasi.   
Fungsi  
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan 
Partisipasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, 
informasi dan partisipasi;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang hak 
sipil, informasi dan partisipasi;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi;  
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 






i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak 
sipil, informasi dan partisipasi;  
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak 
sipil, informasi dan partisipasi;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
n) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang hak sipil, 
informasi dan partisipasi;  
o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan 





p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;  
q) Pelaksan aan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
15. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Kesehatan Dasar Dan  
Kesejahteraan   
 
Tugas   
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan 
Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan 
Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan.  
Fungsi  
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan 
Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar 
dan kesejahteraan;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 





e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan;  
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan;  
i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan;  
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 





m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
n) Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar 
dan kesejahteraan;  
o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan;   
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
16. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif 
Dan Pendidikan  
Tugas   
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan 
Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak 
Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan.   
 Fungsi  
Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif dan 





a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan 
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya;  
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya;  
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan 
serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan 





h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya;  
j) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,  pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan 
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya;  
k) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya;  
l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya;  
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 





n) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang pengasuhan 
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya;  
o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;   
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya. 
 
4.4. Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
Dinas  sosial  adalah  bidang  pemerintahan yang mengurusi masalah - 
masalah sosial yang ada dilingkungan masyarakat. Pada tahun 2008 Pemerintah 
Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan 
Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang 
Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala 
Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang 
dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan 






Kedudukan Dinas Sosial sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi 
Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota 
diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam 
pengelolaan pembangunan. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru sekarang diatur dalam peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016. Pada saat ini, kantor Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru berada di Jalan Datuk Setia Maharaja no. 6, Tangkerang Selatan, Bukit 
Raya Kota Pekanbaru Riau 28128. 
 
4.5. Visi dan Misi Dinas Kota Pekanbaru 
4.5.1. Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
“Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara 
kesejahteraan Sosial dan peran masyarakat”.  
4.2.2 Misi Dinas Kota Sosial Pekanbaru 
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS. 
b. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara 
berkelanjutan. 
c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi 
kebutuhan secara mandiri. 
d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 





e. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
4.6.  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru  
Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibidang kesejahteraan sosial. Untuk 
menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
sebagai berikut: 
1. Melakukan pelaksanaan pembinaaan kewenangan dibidang kesejahteraan 
sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru. 
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis 
kesejahteraan sosial di kota Pekanbaru. 
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha 
Kesejahteraan Sosial dikota Pekanbaru 
4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan 
kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial. 
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan   pemantauan kepada klien 
yang telah dilatih dan diberi bantuan. 
6. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta 
evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 
7. Pelaksanaan koordinasi antar instasi terkait, lembaga-lembaga dan 
organisasi masyarakat yang  menyelenggarakan kegiatan usaha 





8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, 
kepegawaian, peralatan dan perlengkapan. 
9. Pengeloalan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, 
pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat 
di kelurahan atau desa. 
 
4.7.  Struktur Organisasi 
Adapun struktur organisasi yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru 








SUB BAGIAN KEUANGAN 
RINA DESWITA, S.SOS 
NIP. 19740926 199602 2 003 
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN 
PENANGANAN FAKIR MISKIN 
 
  








Tugas – Tugas Pokok dari Struktur Organisasi 
1. Kepala Dinas 
a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial. 
b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 
osial. 
c. Membina dan melaksanakan urusan bidang social 
d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial 
e. Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya. 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya 
2. Sekretaris 
a. Memimpin,menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 
umum, perlengkapan, keuangan dan program dinas. 
b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan. 
c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 
tahunan di lingkungan dinas. 
d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau 
tidak berada di tempat. 
e. Mengkoordinasikan dan  mengarahkan kegiatan sub bagian-sub 
bagian. 
f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan   pelayanan   dan   pengaturan 







g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan 
evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas. 
h. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, 
ketertiban dan keamanan kantor. 
i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara 
lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing- 
masing. 
j. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan 
yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut 
k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis. 
l. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, 
kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis. 
m. Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
3. Kelompok Jabatan Fungsional 
a. Melaksanakan kegiatan teknis bimbingan, pelayanan, perlindungan 
dan jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
b. Melaksanakan kunjungan rumah; 
c. Melaksanakan seleksi dan diagnose sosial; 







e. Menyampaikan usulan rujukan pelayanan penerima manfaat kepada 
kepala UPT; 
f. Melaksanakan pemahaman kasus;  
g. Melaksanakan pembinaan lanjut;  
h. Melaksanakan studi kasus 
i. Melaksanakan tata kearsipan administrasi pekerja sosial dalam panti; 
j. Melaksanakan sidang kasus dalam tahapan pelayanan pekerjaan 
sosial; 
k.  Melakukan rujukan; 
l. Menyusun rekapitulasi hasil pelayanan kasus. 
4. Sub Bagian Umum 
a. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai, 
tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan. 
c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan 
sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk 
teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang 
kepegawaian umum/tata usaha dan perlengkapan. 
d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta 
pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang 







e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur 
(BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai. 
f. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris 
kantor dan dokumentasi kegiatan kantor. 
g. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait 
sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat. 
h. Melaksankan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 
upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas  
i. Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan 
dalam, akomodasi dan perjalanan dinas 
j. Merumuskan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana 
bagi unit kerja dilingkungan dinas. 
k. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan 
materi bagi unit kerja dilingkungan dinas 
l. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan 
fungsional dan pengawasan lainnya. 
m. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kebersihan, 
ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor,disiplin pegawai, 
serta pengamanan dilingkungan kantor 
n. Melaksanakan penyususnan perencanaan dan data pegawai serta 







disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk 
pegawai, penyusunan DUK dan registrasi ANS dilingkungan dinas 
o. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta 
pengarsipan SKPANS 
p. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, 
peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai 
5. Sub Bagian Keuangan 
a. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta 
informasi tentang dinas 
b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan 
c. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan 
kebutuhan sarana prasarana dinas 
d. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan 
e. Merumuskan dan melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis 
yang berhubungan dengan penyusunan program. 
f. Merumuskan Renstra, renja dan program pembangunan tiap tahunnya 
dilingkungan dinas 
g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bagian keuangan 
h. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi, pembinaan bidang 
keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksaan tugas 








j. Menyiapkan surat perintah membayar 
k. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 
l. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan dan bendahara pengeluaran 
m. Melaksanakan akuntansi dinas  
n. Menyiapkan laporan keuangan dinas 
o. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas 
p. Merenjanakan program kerja pengeluaran operasional rumah tangga 
dinas 
q. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan 
dinas 
r. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 
agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya. 
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 
kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan 
sosial korban bencana alam; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 
kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan 
sosial korban bencana sosial; 
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 








d. pelaksanaan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
7.  Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana 
a. perlindungan sosial korban akibat bencana alam; 
b. Pemberian santunan akibat bencana alam; 
c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan 
bencana; 
d. Mitigasi penanganan korban bencana alam; 
e. Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam; 
f. Kemitraan perlindungan sosial korban bencana alam; 
g. Pengelolaan logistik korban bencana alam; dan 
h. Penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Alam 
8. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial 
a. Menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Pemberdayaan 
Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial. 
b. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan 
Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial berdasarkan prioritas 
target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
kegiatan. 
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Pengelolaan 







d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan 
evaluasi dan pelayanan kegiatan bimbingan teknis usaha-usaha 
kesejahteraan sosial dan fasilitasi bantuan untuk Orsos/LKS. 
9. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar 
a. Menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Penyantunan dan 
Penyaluran sesuai data dan ketentuan atau petunjuk untuk pelaksanaan 
tugas; 
b. Membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar 
bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya; 
c. Memberikan petunjuk kerja dan menjelaskan arah kebijakan 
pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk menghindari kesalahan 
dalam hal penyelesaian pekerjaan; 
d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung atau tidak 
langsung untuk mengetahui pekerjaan yang sudah, sedang dan belum 
dilaksanakan serta mengetahui hambatan yang timbul; 
e. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi 
kerjanya untuk bahan pembuatan SKP; 
f. Menyiapkan bahan konsep pelaksanaan penerimaan dan penyaluran 
kelayanan sesuai dengan ketentuan untuk bahan penentuan kebijakan 
pimpinan; 
g. Menyiapkan bahan konsep petunjuk teknis penyantunan dan 







h. Menyediakan bahan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyantuan 
dan penyaluran. 
i. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas 
serta mencari alternative berdasarkan data dan petunjuk untuk bahan 
penentuan kebijakan atasan; 
j. Membuat laporan secara berkala tentang hasil kerja sesuai dengan 
data dan ketentuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
10. Bidang Rehabilitas Sosial 
a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan 
pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang rehabilitasi social 
b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan 
pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang 
cacat, anak terlantar atau anak nakal, eks korban napza, bekas 
hukuman dan tuna susila. 
c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan 
unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya 
d. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan menyusun laporan, 
hasil - hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas 
e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas 
lain atas petunjuk pimpinan 








g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
11. Seksi Rehabilitas Dan Perlindungan Anak 
a. Rehabilitasi anak Korban tindak kekerasan; 
b. Rehabilitasi anak nakal, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang 
memerlukan perlindungan khusus; 
c. Penanganan permasalahan sosial anak pasca razia; 
d. Fasilitasi jaminan sosial anak yang baru lahir dari keluarga miskin; 
e. Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Anak  
12. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 
a. Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Korban tindak kekerasan; 
b. Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang memerlukan perlindungan 
khusus; 
c. Penanganan permasalahan sosial Penyandang Disabilitas pasca razia; 
d. Fasilitasi jaminan sosial Penyandang Disabilitas; 
e. Pemberdayaan kaum Disabilitas; dan 
f. Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial, 
Penyandang Disabilitas 
13. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan 
Perdagangan Orang 
a. Rehabilitasi Tuna Sosial; 
b. Rehabilitasi WNI Migran Bermasalah Sosial; 







d. Rehabilitasi Pengemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar 
pasca razia; 
e. Pelayanan rekomendasi razia tuna sosial, Pengemis, Gelandangan, 
pemulung dan Orang Terlantar; 
f. Pemberdayaan pasca rehabilitasi bagi kaum Tuna Sosial, Pegemis 
Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar dan korban 
Perdagangan Orang; dan 
g. Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 
dan Perdagangan Orang 
14. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 
a. melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas meliputi perencanaan 
kegiatan 
b. menyusun pedoman dan petunjuk taknis, membina  
c. menyelenggarakan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin 
d. Melaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis 
perencanaan dan program kerja pada bidang pemberdayaan sosial dan 
penanganan fakir miskin 
e. Melaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang 
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada 
bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dan 








15. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin 
a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, 
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan 
sosial dan relawan sosial lainnya; 
b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial; 
c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga 
dan unit peduli keluarga; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek Kepala Bidang; 
e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas 
dan fungsinya kepada Kepala Bidang. 
16. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat 
a. Pelaksanakan kebijakan, pelaksanan bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis 
masyarakat / pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga 
kesejahteraan sosial; 
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek Kepala Bidang; 
c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas 









17. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi 
Sosial 
a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, 
keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; 
b. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota; 
c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek Kepala Bidang; 
e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas 



















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1.  Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah  penulis lakukan, 
maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya 
Implementasi Perogram Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster 
Perlindungan Khusus dapat di katakan dalam katagori belum optimal atau belom 
berjalan dengan baik karena hal-hal berikut: 
a. Implementasi program kota layak anak di kota pekanbaru pada klaster 
perlindungan khusus di katakan belom berjalan dengan baik hal itu bisa di 
lihat dari jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam setiap 
tahunya terus meningkat jumlahnya. Kemudian belom terlaksananya 
secara baik perogram pencegahan dan penanganan bagi anak yang 
memerlukan perlindungan khusus. Selain itu juga dalam sosialisai  
penanggulanganan bencana hanya fokus kepada anak-anak yang tidak 
melibtkan orang tua dan tokoh masyarakat dalam memberikan 
penanggulanganan bencana yang mementingkan anak. Dalam hal lain 
jumlah anak yang berada di jalanan belom mampu di tertibkan secara  
keseluruhan karena masih terlihat anak-anak yang berada dalam pekerjaan 
terburuk anak. Selain itu juga tersedianya sarana dan prasarana belom 
belom memadai. Sehingga peross pembinaan tidak terlaksana dengan baik 
karena mengalami kekurangan alat guna menjadikan upaya penghapusan 










memfokuskan kepada anak-anak harusnya pembinaan di berikan juga 
untuk orang tua anak tersebut. 
b. Implementasi program kota layak anak di kota pekanbaru pada klaster 
perlindungan khusus juga masih mengalami beberapa hambatan di 
antaranya minimnya anggaran seringkali menjadi hambatan, kemudian 
jumlah anggota yang selalu bisa turun kelapangan kapan saja selain itu di 
karenakan kondisi di lapangan itu sendiri, karena anak-anak yang 
sebelumnya pernah di tertibkan kembali lagi kejalanan dengan melakukan 
kegiatan yang sama seperti seblumnya. Anak yang berada di lapangan 
seperti berada dalam satu dan kesatuan sampai saat ini belom diketahui 
kebenaranya, hambatan lain juga seperti alat pembinaan yang di gunakan 
tidak memadahi untuk di gunakan dalam pembinaan dan tidak adanya 
ruangan khusus yang bisa di gunakan untuk konsultasi bagi paksos di 
dinas sosial kota pekanbaru.  
 
6.2.  Saran 
  Adapun saran dari penulis untuk menjadi  masukan untuk pihak yang 
bersangkutan sebagai berikut: 
a.  Diharapkan kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak kota pekanbaru mampu melakukan penerapan pencegahan dan 
penanganan untuk anak yang memerlukan perlindungan dengan cara kerja 








b. Diharapkan dinas sosial kota pekanbaru mampu melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan 
penanggulanganan bencana yang mementingkan kepentingan anak.. 
c. Diharapkan kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak kota pekanbaru serta dinas sosial kota pekanbaru mampu menambah 
sumber daya manusia yang berkualitas yang yang mampu memperbaiki 
implementasi program kota layak anak pada perlindungan khusus  
d. Diharapkan dinas sosial kota pekanbaru mampu melakukan pembinaan 
kepada anak-anak yang telah di tertibkan secara merata.  
e.  diharapkan juga pembinaan yang di lakukan tidak hanya kepada anak-
anak saja tapi kepada orang tua yang bersangkutan. Melalui kerja sama 
dari pemerintah satu dan yang lainya, kerja sama dengan masyarakat, 
lembaga suadaya masyarakat serta aparatur lainya yang bersangkutan 
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